BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada PT.Pegadaian (Persero)
cabang Painan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan

dibuat dengan tertulis antara pihak PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan
dengan nasabah dengan adanya Surat Bukti Kredit (SBK). SBK akan
diterbitkan oleh perusahaan PT.Pegadaian sebagai media perikat serta
dijadikan sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak. Apabila terjadi
wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak maka salah satu pihak dapat
melakukan penuntutan.
Dalam berlansungnya perjanjian terdapat kerusakan pada barang jaminan
gadai, maka dari itu untuk ganti kerugian nasabah berpedoman kepada
Surat  Keputusan Direksi PT.Pegadaian (Persero) nomor
87/UG.2.00212/2011 yang berisikan:

a. “Nasabah yang menerima pemberitahuan dari PT. Pegadaian (Persero)
bahwa barang jaminan itu rusak dan dipersilahkan untuk mengajukan
Klaim ganti rugi.

b. Persyaratan pengajuan klaim yang harus dipenuhi nasabah antara lain:
1) Menyerahkan photo copy kartu identitas ( KTP, SIM, KK)

2) Membawa Surat Bukti Gadai (SBG) atau Surat Perjanjian Kredit
(SPK).

3) Melampirkan bukti pelunasan uang pinjaman.
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4) Nasabah diminta untuk menanada tangani formulir klaim ganti rugi
yang disediakan di kantor cabang tersebut.

Setelah semua persyaratan yang telah dilengkapi, nasabah

menyerahkan semua persyaratan ke PT. Pegadaian (Persero)”.

2. Tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan terhadap kerugian
yang di derita nasabah atas kerusakan barang jaminan gadai, maka nasabah
akan mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan keadaan barang saat awal
yang dijelaskan dalam Surat Perjanjan Kredit,serta apabila ada
pengeluaran biaya dalam perbaikan barang jaminan tersebut maka para
nasabah tidak akan diberatkan, semua akan ditanggung oleh pihak

PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan seharusnya bisa lebih teliti
dalam melakukan pemindahan sehingga barang jaminan nasabah aman,
serta meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang
jaminan milik nasabah hingga nasabah menebus barang yang
digadaikannya masih dalam keadaan utuh seperti semula pada saat awal
barang jaminan tersebut digadaikan.

2. Adanya keterlibatan dari nasabah dalam proses perbaikan barang jaminan

nasabah yang rusak tersebut.
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